
 

 

 

 

 
BUPATI SIMALUNGUN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  

NOMOR 24 TAHUN 2022  

TENTANG 

 

TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI 

MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIMALUNGUN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, dalam hal 

dibutuhkan talenta dalam waktu cepat dan/atau 

dibutuhkan talenta dengan keahlian/kompetensi tertentu, 

dapat dilakukan pencarian talenta yang ditindaklanjuti 

melalui mekanisme mutasi/rotasi antar instansi atau 

penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau 

penugasan khusus; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun 

tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi 

melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Simalungun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

 

 

 

 

 

 



  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

 

 

 



  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1); 

  15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 518) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Simalungun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 524); 

    

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME 

PROMOSI DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA 

SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SIMALUNGUN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun. 

2. Bupati adalah Bupati Simalungun. 

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi 

sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

9. Talent Pool merupakan wadah pembinaan talenta dalam rangka 

pengelolaan sejak proses penetapan hingga proses pengembangan 

dan evaluasi talenta. 

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam 

suatu satuan organisasi. 

11. Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan 

administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional. 

12. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan 

administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau 

jabatan kritikal yang akan diisi oleh talenta. 



13. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan 

suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target. 

14. Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah kelompok talenta pada 

masing-masing instansi pemerintah yang berasal dari kotak 9 

(sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk 

menduduki jabatan target di lingkungan instansinya. 

15. Suksesor (successor) adalah talenta yang dicalonkan menjadi 

pengganti pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan 

disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong 

dan/atau sesuai kebutuhan. 

 

BAB II 

PROMOSI 

Pasal 2 

(1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara 

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh 

jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, 

kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada 

instansi pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, 

dan golongan. 

(2) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk pola 

karier yang dapat berbentuk vertikal maupun diagonal. 

 

BAB III 

MUTASI 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Kabupaten Simalungun menyusun perencanaan mutasi 

PNS di lingkungannya. 

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. 

(3) Mutasi dalam satu instansi dilakukan oleh Bupati, setelah 

memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. 

(4) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(5) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada 

instansi penerima. 

 

BAB IV 

TIM PENILAI KINERJA PNS 

Pasal 4 

(1) Tim Penilai Kinerja PNS di Pemerintah Daerah dibentuk oleh PyB. 

(2) Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas: 

a. PyB; 

b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian; 

c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan 

d. pejabat pimpinan tinggi terkait. 

(3) Tim Penilai Kinerja PNS berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) 

orang. 



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja PNS dan 

mekanisme kerja Tim Penilai Kinerja PNS diatur dengan Keputusan 

Bupati.  

 

BAB V 

PENETAPAN KELOMPOK RENCANA SUKSESI 

Pasal 5 

(1) Bupati menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan 

mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN. 

(2) Bupati menominasikan PNS yang masuk ke dalam kelompok 

rencana suksesi instansi untuk mengisi jabatan kritikal atau 

jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansinya. 

(3) Tim Manajemen Talenta Daerah menetapkan kelompok rencana 

suksesi daerah berdasarkan nominasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(4) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi 

kelompok PNS yang memiliki: 

a. kompetensi sesuai klasifikasi jabatan; 

b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan 

c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir. 

(5) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola 

oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian. 

(6) Promosi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diprioritaskan 

bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi. 

 

Pasal 6 

(1) Rencana suksesi (succession plan) memuat nama-nama suksesor 

dalam kelompok rencana suksesi, urutan penempatan suksesor 

dalam jabatan target, dan proyeksi penempatan (posisi dan waktu). 

(2) Rencana suksesi disusun berdasarkan hasil pemetaan talenta 

dengan memperhatikan jabatan target dan informasi lowongan 

jabatan di seluruh instansi dalam Sistem Informasi ASN dan Sistem 

Informasi Manajemen Karier yang diselenggarakan oleh Badan 

Kepegawaian Negara. 

(3) Bupati menetapkan rencana suksesi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Simalungun.   

 

Pasal 7 

(1) PNS yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi diberikan 

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Sistem penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada sistem, budaya, peraturan, serta kebutuhan 

masing-masing instansi. 

(3) Setiap instansi dapat mendesain sistem penghargaan yang berbeda 

satu sama lain. 

 

 



(1) Pemantauan talenta (

pengembangan, retensi, dan penempatan.

(2) Suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal dilakukan 

monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan 

penempatan kembali dalam jabatan.

(3) Penempatan kembali dalam

penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi 

dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya.

(1) Pemantauan dan evaluasi 

dilaksanakan secara per

(2) Pemantauan dan evaluasi 

dilaksanakan setiap akhir tahun 

Talenta ASN dan dilaporkan kepada b

Daerah yang membidangi k

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Simalungun.

 

Diundangkan di Pamatang Raya 

pada tanggal 10 Oktober 2022

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

             

              

 

ESRON SINAGA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN

 

Pasal 8 

Pemantauan talenta (talent monitoring

pengembangan, retensi, dan penempatan.

Suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal dilakukan 

monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan 

penempatan kembali dalam jabatan. 

Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi atau 

penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi 

dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya.

 

Pasal 9 

Pemantauan dan evaluasi kelompok rencana suksesi

dilaksanakan secara periodik oleh Bupati.

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rencana suksesi instansi

dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran 

enta ASN dan dilaporkan kepada b

Daerah yang membidangi kepegawaian. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Simalungun. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 

pada tangga

BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  

10 Oktober 2022                          

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022 

monitoring) dilakukan pada tahap 

pengembangan, retensi, dan penempatan. 

Suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal dilakukan 

monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan 

jabatan dapat berupa promosi atau 

penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi 

dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya. 

kelompok rencana suksesi instansi 

Bupati. 

penyelenggaraan rencana suksesi instansi 

anggaran oleh Tim Manajemen 

enta ASN dan dilaporkan kepada bupati melalui Perangkat 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Pamatang Raya  

pada tanggal 10 Oktober 2022                   

 

BUPATI SIMALUNGUN, 

dto 

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA 

 

2022 NOMOR 541  

  


